1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam ha menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh
menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal
183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).
Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal

yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)*

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi sgja
tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan
yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan
tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu aat bukti yang sah lainnya

(unus testis nullus testis).?

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melaui proses penyajian
kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses
penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian,

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling

! Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 11
Z1bid. him. 11
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berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara
keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-
kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya.
Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan
daam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju
kesgahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak
ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan
yang bebas dan tidak memihak, sebagal salah satu unsur Negara hukum. Sebagal
pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan
daam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ha ini
dilakukan oleh hakim melaui putusannya. Fungs hakim adalah memberikan
putusan terhadap perkara yang digjukan, di mana dalam perkara pidana, ha itu
tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan
bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping
adanya aat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim

yang dilandasi denganintegritas moral yang baik.>

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan,

mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

¥ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar
Grafika,.2010, him.103.
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(1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Ha ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang.
Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku
tindak pidana tersebut. Kesenggjaan dan niat pelaku tindak pidana harus
ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya
kesengagjaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus
memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai
motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

(3) Caramelakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih
dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di
dalamnya yaitu keinginan s pelaku untuk melawan hukum.

(4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat
mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku,
misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal
dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan
sedang-sedang sgja (kalangan kelas bawah).

(5) Sikap batin pelaku tindak pidana
Ha ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku
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juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan
mel akukan perdamaian secara kekeluargaan.

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak
berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat
pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua
perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku
tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi
perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku,
memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga
menj adikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah
suatu perbuatan tercela, jadi waar sgja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman,
agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelgaran untuk tidak
melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal
tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya

kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. *

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. la
menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di

siding pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan

“ Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.
PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. him. 77
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member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat
hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum.
Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang

bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.®

B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

Pasa 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang
permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam
sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau
pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan.

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Hakim

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan
diperlukan untuk menyelesaiakn perkara pidana. Dengan demikian dapat
dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di sati pihak berguna bagi
terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus
dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti
dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau
kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaash melalui
vis hakim yag mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak

pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum

® Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika,
Jakarta.2010. him.112
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atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisas etika, mentaitas,

dan moralitas dari hakim yang bersangkutan®

Secara umum produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada
tiga macam vyaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah
pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh
hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara
gugatan (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam
bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum
sebagal hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Sedangkan akta
perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang beris hasil musyawarah
antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai

putusan.’

Putusan Hakim dalam pengadilan berdasarkan fungsinya dalam mengakhiri

perkara putusan hakim adalah sebagal berikut:

a Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan,
baik telah melaui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum
menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum
tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan
yaitu: putusan gugur, putusan Verstek yang tidak digukan verzet, putusan

tidak menerima, dan putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak

® Ibid. him.113
T Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, him. 152-153
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berwenang memeriksa. Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali

bila undang-undang menentukan lain

b. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan
perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan
selatidak mengakhiri pemeriksaan, tetaoi akan berpengaruh terhadap arah dan
jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak
dibuat secaraterpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan sgja

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta
ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang dan
selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya
dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan
sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan
sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan
akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sh dari

putusan itu dengan biaya sendiri®

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan
dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut :
a. Putusan gugur

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan

gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah

8 M.Y ahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta.
2010. him. 77-79
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dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur

dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebel um tahapan pembacaan

gugatan/permohonan dan apabila telah dipenuhi syarat:

1) penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam
sidang hari itu

2) penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak
pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu
karena suatu halangan yang sah

3) Tergugat/termohon hadir dalam sidang

4) Tergugat/termohon mohon keputusan

Dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua,

maka dapat pula diputus gugur dan dalam putusan gugur, penggugat/pemohon

dihukum membayar biaya perkara. Tahapan putusan ini dapat dimintakan

banding atau digjukan perkara baru lagi

. Putusan Verstek

Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon
tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat
hadir dan mohon putusan. Verstek artinya tergugat tidak hadir dan putusan
Verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah
tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang
tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padaha telah
dipanggil dengan resmi dan patut. Putusan Verstek dapat dijatunkan apabila
memenuhi syarat :

1) Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu
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2) Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula
mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu karena
suatu halangan yang sah

3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan

4) Penggugat hadir dalam sidang

5) Penggugat mohon keputusan

Daam hal tergugat lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula

diputus Verstek. Putusan Verstek hanya bernilai secara formil surat gugatan

dan belummenilai secara materiil kebenaran dalil-dalil tergugat. Apabila
gugatan itu beralasam dan tidak melawan hak maka putusan Verstek berupa
mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh
karena dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali
dalam perkara perceraian, sedangkan apabila gugatan itu tidak beralasan dan
atau melawan hak maka putusan Verstek dapat berupa tidak menerima gugatan

penggugat dengan Verstek.

Terhadap putusan Verstek ini maka tergugat dapat melakukan perlawanan
(verzet). Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan
hak verzetnya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding. Terhadap
putusan Verstek maka penggugat dapat mengajukan banding, dan apabila
penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengaukan

verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan banding
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c. Putusan kontradiktoir
Putusan  kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat
dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak.
Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat
maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan kontradiktoir

dapat dimintakan banding.®

Selanjutnya apabila dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim

dibagi sebagai berikut:

a Putusan tidak menerima
Putusan tidak menerima adalah putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak
menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain
gugatan  penggugat/pemohonan  pemohon  tidak diterima  karena
gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formail
maupun materiil. Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka
hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat
diterima atau tidak menerima gugatan penggugat dan meskipun tidak ada
eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat
tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau

terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.

b. Putusan menolak gugatan penggugat
Putusan menolak gugatan penggugat adalah putusan akhir yang dijatuhkan

setelah menempuh semua tahap pemeriksaan di manaternyata dalil-dalil gugat

% Ibid. him. 80-81
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tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim
harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi,

agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili

c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak
menerima selebihnya
Putusan ini merupakan putusan akhir dan dalam kasus ini, dalil gugat ada
yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat
sehingga dalil gugat yang terbukti maka tuntutannya dikabulkan, dalil gugat
yang tidak terbukti maka tuntutannya ditolak dan Dalil gugat yang tidak

memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima.

d. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh
dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti. Untuk
mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat. Satu petitum mungkin
didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila diantara dalil-dalil gugat itu ada
sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk

dibuktikan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti. *°

Menurut Lilik Mulyadi, dalam membuat Putusan pengadilan, seorang hakim harus
memperhatikan apa yang diatur dalam Pasa 197 KUHAP, yang berisikan
berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal
yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP. Sistematikan putusan hakim adalah:

10 | hid. him. 82-83
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(1) Nomor Putusan

(2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa)

(3) Identitas Terdakwa

(4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)

(5) Surat Dakwaan

(6) Tuntutan Pidana

(7) Pledooi

(8) Fakta Hukum

(9) Pertimbangan Hukum

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan

Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana

Pernyataan kesal ahan terdakwa

Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman

Kualifikasi dan pemidanaan

Penentuan status barang bukti

Biaya perkara

Hari dan tanggal musyawarah serta putusan

Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan

Penasehat Hukumnya**

proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana

dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebaga mana berikut:

Hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak,

yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut

dalam rumusan suatu aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus

bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau

sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu

sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan

oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada

umumnya.

) ilik Mulyadi. Op. Cit, him. 154-155
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2. Pengertian Putusan L epas (Onslag)

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan
lepas, sebagal berikut:

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang,
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

(2) Jka pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu
tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan
hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan
meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar

pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara

pidana.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum
pembuktian, yaitu pada putusan bebas (vrijspraak) tindak pidana yang
didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya
ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat
bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasa 183 KUHAP).
Sedangkan, pada putusan lepas (onslag van recht vervolging), segala tuntutan
hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan
jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,

akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan
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merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum

adat atau hukum dagang.*

Penjatuhan Putusan Bebas dan Putusan Lepas oleh seorang hakim atas pelaku
suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat
dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana
(Strafuitsluitingsgronden), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan
pembenar (contohnya Pasal 50 KUHP) atau alasan pemaaf (contoh Pasal 44

KUHP), maupun yang ada di luar undang-undang (contoh: adanyaizin).

M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa putusan bebeas berarti terdakwa
dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquittal, dalam arti
dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya
jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa
tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana
disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, makaini dinamakan putusan lepas.™
Penilaian bebas sebuah putusan tersebut tergantung pada dua hal, yaitu:
1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif
Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan
kesadlahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup

terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.

12 pid. him. 160
13 M.y ahya Harahap. Op. Cit. him. 347
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2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian
Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat
bukti sgja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup
membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah.*

Bertitik tolak pada kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP di atas dan
dihubungkan dengan Pasal 191 Ayat (1) tentang putusan bebas, maka putusan
bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

a. Kesadlahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti,
semua aat bukti yang digjukan ke persidangan baik berupa keterangan saks,
keterangan ahli, surat, dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat
membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua
alat bukti yang digjukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan
kesahan yang didakwakan

b. Secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak
memenuhi ketentuan minimum batas pembuktian. Misalnya, alat bukti yang
digjukan di persidangan hanyaterdiri dari seorang saksi sgja. Di samping tidak
memenuhi asas batas minimum pembuktian, juga bertentangan dengan Pasal
185 Ayat (2) KUHAP yang menegaskan unus testis nullus testis atau seorang

saksi bukan saksi

1% |pid. him. 348
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c. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang
terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Keterbuktian kesalahan
yang didakwakan dengan aat bukti yang sah harus didukung oleh keyakinan
hakim. Sekalipun secara forma kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup
terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak

didukung oleh keyakinan hakim™

KUHAP pada dasarnya tidak membagi bentuk putusan bebas. Bentuk-bentuk
putusan pengadilan yang dikenal dalam KUHAP yaitu: putusan bebas, putusan
lepas, putusan pemidanaan, penetapan tidak berwenang mengadili, putusan yang
menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, dan putusan yang menyatakan
dakwaan batal demi hukum. Namun dalam praktiknya, kemudian dikenal ada
putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni yangdikenalkan dalam
yurisprudens pertama kali lewat Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275
K/Pid/1983, yakni kasus vonis bebas Natalegawa yang dikasas jaksa. Mahkamah
Agung menerima kasas jaksa berdasarkan argumentasi murni tidaknya putusan
bebas. Maklum, saat itu Pasal 244 KUHAP tegas melarang upaya kasas atas
putusan bebas. Akhirnya sgak saat itu, praktek hukum acara di Indonesia
mengenal istilah putusan bebas murni atau tidak murni. Pihak jaksa penuntut
umum biasanya selalu menggunakan dalil ketika mengajukan kasasi bahwa hakim
dalam tingkat persidangan sebelumnya telah menjatuhkan putusan bebas tidak

murni. 16

15 |bid. him. 348
18 Ibid. him. 350
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Pasa 244 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah
Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan

kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.
C. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang
yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan
dengan pidana apabilaia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan
apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan®’

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan umum.*®

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa
kegjengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan
masyarakat umum. Mengingat kondis tersebut maka setigp warga masyarakat
keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi

yang berwenang seperti  kepolisan, kgaksaan, pengadilan, lembaga

Y Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. him. 19

8 p A F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung.
1996. him. 16.



pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau
kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana
merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat
atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah
laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang harus dihindari dan arang siagpa melanggarnya maka akan
dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewgjiban tertentu yang
harus ditaati oleh setiap warga Negara wgjib dicantumkan dalam undang-undang

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. *°

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak
pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki
unsur kesalahan sebagal perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di
mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanyatertib hukum

dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP adalah perbuatan dengan
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun

atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

9 |bid. him. 17.
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Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang
bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang
tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah
menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkaln oleh
undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang
memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam
undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur
objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana

tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.



